BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR :25 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUMBA TIMUR,

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten
Sumba Timur, di pandang perlu mengatur dan menetapkan
Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba
Timur tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655 );

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);




10.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 52
Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
704); '

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2005-2025; (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Ténggara
Timur Tahun 2008 Nomor 099 Seri E Nomor 058) ;L



il

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur
Nomor 161);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun
2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Timur Nomor 175);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur
Nomor 616), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021
Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Timur Nomor 925);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun
2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Timur Nomor 905);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021
Nomor 45, Tambahan Lémbaran Daerah Kabupaten
Sumba Timur Nomor 923);



MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1.
g
3.
4

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumba Timur

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Sumba Timur

Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten
Sumba Timur

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan didalammya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilayah /daerah dalam jangka waktu tertentu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disebut RPJMD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk 5 (lima) tahun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun dan merupakan dasar
bagi penyusunan KUA-PPAS

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk 1 (Satu) tahun

Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah Forum antar pemangku
kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang secara langsung atau
tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah

Tahun adalah tahun berjalan atau tahun pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah



(2)

(3)

(1)

(2)

(2)

(1)
(2)

(2)

(3)

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

Kepala BAPPEDA menyampaikan surat Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun
n-1 kepada Kepala SKPD

Tim Perumus menyiapkan draft rancangan awal RKPD tahun yang akan
datang (n+1) dengan mengacu kepada RPJMD.

Rancangan awal RKPD di serahkan kepada Kepala Bappeda

Pasal 3

Kepala BAPPEDA menyampaikan surat kepada Desa melalui Camat untuk
melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk
Bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Rencana
Kerja Pemerintah Desa

Kepala BAPPEDA meminta pokok-pokok pikiran DPRD hasil reses dalam
rangka penyempurnaan Rancangan Awal RKPD

Pasal 4

Kepala BAPPEDA mempelajari dan melaporkan rancangan awal RKPD
kepada Bupati

Bupati melalui Bappeda menyampaikan Surat Edaran Rancangan Awal
RKPD dan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Pasal 5
Kepala Perangkat Daerah mempelajari rancangan awal RKPD

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Rencana Kerja Perangkat
Daerah dengan memperhatikan dan mengacu kepada rancangan awal
RKPD

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Rencana Kerja
Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda

Pasal 6

Kepala BAPPEDA mengkordinasikan dan menyampaikan surat
pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Kepala BAPPEDA menyampaikan surat undangan dan melaksanakan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan kepada Perangkat
Daerah dan DPRD Kabupaten Sumba Timur

Kepala BAPPEDA melaksanakan kompilasi hasil musyawarah Peren¢anaan
Pembangunan Kecamatan dan menyampaikan hasil kepada Bupati



(1)

(3)

(3)

(4)

Pasal 7

Kepala BAPPEDA menyampaikan surat Undangan dan melaksanakan
konsultasi publik Rancangan RKPD

Kepala BAPPEDA menyampaikan Surat Undangan dan melaksanakan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun n+1

Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD diikuti oleh seluruh
pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah

Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD menggunakan bahan
pembahasan rancangan akhir RKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD menetapkan rekomendasi,

masukan dan pertimbangan penyempurnaan terhadap rancangan akhir
RKPD

Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD diserahkan kepada
Kepala BAPPEDA sebagai baham Penyempurnaan rancangan akhir RKPD

Pasal 8

Kepala BAPPEDA menyampaikan surat kepada kepala Perangkat Daerah
tentang Pelaksanaan verifikasi terhadap rancangan Akhir RKPD

Kepala BAPPEDA memberikan rekomendasi penyempurnaan Rancangan
Akhir Renja atas dasar hasil verifikasi

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil revisi rancangan akhir
Renja kepada Kepala BAPPEDA

Pasal 9

Tim Teknis Penyusunan RKPD melakukan finalisasi Rancangan Akhir RKPD
berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD tingkat
Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Tim Teknis melaporkan dan menyerahkan rumusan rancangan akhir RKPD
kepada Kepala BAPPEDA paling lambat akhir bulan Mei tahun berkenaan.

Pasal 10

Kepala BAPPEDA mempelajari rumusan akhir RKPD dan melaporkan
kepada Bupati untuk mendapat penetapan melalui Peraturan Bupati.

Bupati menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD Kepada
Gubernur untuk difasilitasi

Hasil Fasilitasi disampaikan oleh Gubernur melalui kepala Bappeda
Provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD

Bupati menetapkan RKPD dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu)
minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Kepala BAPPEDA menerima Peraturan Bupati tentang RKPD dan
rnensosialisasikanny:.\/



Pasal 11

Format Standar Operasional Penyusunan RKPD sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4)

(5)

(1).

2).

(3).

BAB III
TATA KERJA
Pasal 12

Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Penyusunan RKPD wajib membangun komitmen tinggi untuk
mendukung pelaksanaannya

Setiap Pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Penyusunan RKPD wajib mengembangkan koordinasi dan kerja
sama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas
pengelolaan naskah dinas

Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Penyusunan RKPD wajib memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas

Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Penyusunan RKPD memiliki pengetahuan dan kemampuan
dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Penyusunan RKPD wajib menguasai teknologi dan mampu
mengoperasikan peralatan teknis perencanaan pembangunan daerah

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA
PASAL 13

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Penyusunan RKPD, dipandang perlu menyediakan sarana dan
prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan

Saran dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dioperasionalkan secara khusus untuk penyusunan RKPD secara efisien,
efektif dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk
setiap tahapan kegiatan

Aplikasi SIPD atau Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
yang masih dalam proses pengembangan dapat| menggunakan
sepenuhnya atau sebagian SOP ini dalam penerapannya



nAB v
KETENTUAN PENUTUP
Panal 14

Pernturan Bupnti ini mulni berinlku padn tnnggal diundangkan.

memerintahkan pengundangan

Agar setinp orang mengetnhuinyn,
inlnm Berita Dacrah

Pernturan Bupati ini dengan penempatannyn (
Kabupaten Sumba Timur.

Ditetnpkan di Waingapu
pada tanggal 22 A?l{L-ﬁ-@Q?_
—~~BUPATI MBA TIMUR,

Diundangkan di Waingapu
pad4 tanggal 7 ArgiL 20201

JSE ARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR,~

DOMU WARANDOY
EERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

CamScanner
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR Z$5 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

UMUM

Sebagaimana yang diamanatkan dalam = Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan, salah satu aspek penting dalam rangka
mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien dan ekonomis
adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur pada seluruh
proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

Sasaran yang ingin dicapai dari Penerapan Standar Operasional Prosedur
(SOP) adalah terwujudnya pelayanan publik yang memiliki kriteria,
cepat,mudah, transparan dalam peningkatan terhadap pelayanan publik.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka perlu menyusun suatu
Standar Operasional Prosedur yang dapat melaksanakan fungsi pelayanan
publik yang terintegrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumba
Timur tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup J .el_as\4



Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas

\J?AMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR ﬂé L



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JIn. Jend. Soeharto No. 42 Telp (0387) 61383
WAIGAPU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH




NOMOR SOP

TANGGAL REVISI

TANGGAL DITETAPKAN

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH BUPATI SUMBA TIMUR

KHRISTOFEL PRAING

[ TPERYOSURNANAN RKPD

NAMA SOE
KUALIFIKASI PELAKSANA

4 |[Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah

5 |[Peratuaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota

6 |[Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah

7 |[Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Pe kat Daerah Kabupaten Sumba Timur

Tim Penyusun RKPD Kabupaten Sumba Timur

Memiliki Kemampuan Pengolahan Data Sederhana
Mengetahui Tugas dan Fungsi dan Prosedur Perencanaan
Mengetahui Tugas Dan Fungsi Mekanisme Perencanaan

EﬂEﬂPﬂ ]

e
PERALATAN /PERLENGKAPAN

1. |IMekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Uowm.\uxﬁE.wrmn

1. Keputusan Pembentukan tim dari Kepala Bappeda

2. |[Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan

. Hasil Reses DPRD (Pokir DPRD)

3. |[Mekanisme Forum Perangkat Daerah Kabupaten

. Ranwal Renja OPD

4. |[Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pem unan Kabupaten

. Mater

=

. Materi Rancangan Akhir RKPD

. SIPD

2

3

4

5

6. Materi Rancangan RKPD

q

8

9. Peralatan dan Perlengkapan Rapat
1

0. Transportasi dan akomodasi

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN)

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD

RKPD se i landasan penyusunan Renja Perangkat Daerah dan KUA-PPAS

|
| ¥4
T




F BEKRETARIS TIM PENYUSUN REPD MUSRENBANG PERANGKAT TAN KAPAN | WAETU OUTPUT
i Wi ROVINGI NTT eno BT i sarrEDA BAPPEDA KABUPATEN PPimeonsl Fucsmonsay | FARTIA DAERAH KmeAMA R
Beppeda

= Persiapan
Penyusunan REPD

Perintah penyusunan
rancangan surat

1 fkeputusan Kepala
Daerah tentang
pembentukan Tim —
| Penyusunan REPD

Perintah dan Arahan | 15 Menit {Arahan pimpinan

. cangan Sk Tim
Mﬂﬁ _.Ulrﬂ,“”n-n | Peraturan n!u 2 Jam —_”““.:-E RKPD
2} tentang Pembentukan JArahan Pimpinan Kabupaten
Tim Penyusun RKPD
Kabupaten

—m«iﬂ;:.—hxvi
Kepala Bappeda
terhadap rancangan
SK Kepala Daerah Tidak
tentang Pembentukan Rancangan 8K Tim i
Bappeda terkait SK|
Tim Penyusun REFD Penyusunan RKPD | 30 Menit | 0 2y
3 |Kabupaten dan Kabupaten RKPD Kabupaten
memerintah Kasubag
Program (Fungsional
Perencana) untuk
meminta s
persetujuan /tand,
|tangan Bupati
Kasubag Progrem
Perencana) Pengiriman
EhRusRekin Rancangan SK Tim Re 8K Tim
rancangan SK Kepala Penyusunan RKPD Fenyusunan RKPD
Daerah tentang Kabupaten yang 15 Memit |Kabupaten yabg
4] Pembentukann Tim dah di paraf sudah di paraf
Penyusun RKPD Kepala Bappeda Kepala Bappeda
Kabupaten yang kepada Bupal
dah di paraf Kepala
Bappeda untuk Tidak
ditandatangani oleh
s 8K Tim
Rancangan 8K Tim e RKPD
Persetujuan Bupal Penyusun RKPD & yang
terhadap SK Kabupaten yang 2 Hari Bt
5 §Pembentukan Tim idah di paraf R
Penyusun RKPD Kapala Bappeda :
Kabupaten
Peratura Porundang-
Kepala Bappeda Undangan yang Pemahaman dan
menerima SK Ta terkait, Panduan Penyatuan Presepsi
Pembentulkan Tim Pedoman Telnis dalam Menyusun
Penyu: RKFPD Penyusunan RKPD 3 Hari JRKPD Kabuapten
6] Kabupaten, komudisa dan Anggaran, Buku Jterkait Teknis dan
et otissitast Literatur Pedoman
i RKPD Perencanaan dan Panyusunan
da Tim F Penganggaran
RKPD Kabupaten
Jadwal Kegiatan dan | ; . fAgsnda Kerj
7| Penyusunan Agenda Peraturan Terkait Penyusunan RKPD
Kerja
Peraturan, L
Kebijakan, Data dan .
R Informasi untuk . Date ﬁ”“o:.:la
_ua_d._nvn.a Data dan Penyusunan 1 Minggu m—u“nuq_vo..nhn::uu
8{Informasi Perecanaan hnicie ey Daerah
Pembangunan dasrah Pembangunan
Daerag %
L]




RO EKEGIATAN BAPPELITBANGDA

1 Penyajian Rancangan

>E.EEAMU l

2 Mi Rancangan Awal
RKPD




KARUPATEN

48




JRancangan Renja

1 Minggu'|,  angkat Dasrah

eruskan kepada Tim
Bappeda melakukan Bratesin Beoim
5 Perangkat Daerah
dan Rancangan Awal Minggu lyang sudah
it i fikasi
Mingga Draf Rancangan

RKPD Kabupaten

Draf Rancangan

15 Menit |RKPD yang sudah

15 Menit |Rancangan RKFD

yang sudah diparal

RKPD dan Jadwal

Pel
2 Hari |Musrenbang RKFD
Kabupaten yang
sudah disetujui

Dokumen
Rancangan RKPD

1.
Penyelenggara

1 Minggu Musrenbang

2. Jadwal dan




€ bt PERANGKAT
OUTPUT
(Frugsional Perencana) PANITIA MUBRENBANG DAERAH KECAMATAN HELENGEAPAN WAKTU




KEGIATAN
BAFPELITBANGDA ATT HEPALA BEERETARIS TIM PENTUSUN REFD (Fungsional Perencana) PANITIA MUSRENBANG

Musrenbang RKPD




NO| KEGIATAN BAPPELITBANGDA KEPALA BEKRETARIS 1M PENTUSUN REPD Eaxubag Freqrrm PERANGEAT
.. DPRD BUPATI SEEDA BAPRRTA phpsaetytiel _u-uinsl?ai-p_ PANITIA MUSRENBANG

KECAMATAN KELENGEAPAN WARTU OUTPUT

untuk disepakati Musrenbang RKPD

|
3
El

BAN
F |RANCANGAN AKHIR

30 | Rancangan Akhir

3y | Penyajian Rancangan
Akhir RKFD




NO| KEGIATAN a BAPPELITBANGDA A KEPALA
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